
PEMERINTAH KABT]PATEN SI]MEDANG
DINAS PENDIDIKAN I}AN KEBUT}AYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261)206377 Sumedang 45321

ItrPUTUSAhI KEPALA DTNAS PEFIDIDIKAN DA![ KSBUDAYAAIII
KABUPATEN SUMEDANG

I\IOMOR : 642.2tKcp. rJ-14 4ilrbrd/2016

Tentang:

Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) I(haira Ummah
Tanjungsari di bawah naungar Yayasan V[angun Maslahat

Menimbang L Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga" masyarakat dan
pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan V/angun Maslahat yang
bsrz1.araar di Kompleks Pen::nahan Griya fatiaasgpr II RT O6IRW 14

Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
berrraksud untuk mendirikan sekolah;
Bdrwa s€ftun persyaratm untr* mendirikaa daa pemh*aaa S€kolah
sudah terpenuhi;
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di
bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten $trmedang tentang pemberian Izin Opeusional kepada
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Khaira Ummah Tanjungsaxi.

Undaqg-unda4g Nomor 20 tafum 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Ua@ry+q@ry Nomor 25 t*rlla 2S09 &q&qg PrJeyzu.wt h#lik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAOq Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
Undang.txrdafig Nomor 5 tahtm 20la tentang Apamtur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-undang Nomor 23 tahun 2O14 tentang Pemerint*an Daer&
(Lembaran Negara Republik Indonesi.a Tahun zA14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahrm 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repr$lik Indonesia Tahun 2014 Nonror 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Ua&agi,ua&ag nonaCIr 23 \*w2AQ2 *MgPtq$e&+agaa 4+a&;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tmbahan Lennbraa Negara Republik Indmesia l'{oms 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 te*tang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Iembaran Negara
R€pub+ik fudof,esia T{hun 2S12 }.{emor 215, Tambahan Lembaram N€gara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

e.

d.

5.
6.

7.



9.

Perattran Pernerintah Nomor 19 tahm 2SO5 teatang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Peayeleaggaraan Peadidikan {Lembaran Negara Tahun 201O Nomor 23,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2010 tentang Perubahan
atas Perattrran Pemerintah Nomor 17 Tdnm 201O tettang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Mentsri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : A60N12002 tentang

Pedoman Pendirjan Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/lvITs diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 58 Tahun
2Al 4 @ntang Kurikulum 20 1 3 SMP,MTs;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan
Daerah Kabupaten Sumedang;

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi
Perangkat D aer ah Kabupaten Sumedang;

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur,
Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Badan pada Sahran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Nomenklatur, Jumlah Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

a. Akta Notaris Dedi Adnan, S.H. Nomor 0l Tanggal 17 Pebruari 2009 dan
Mohamad Juani4 SH.,M.Kn. Nomor 13 tanggal 24 November 2015
tentang Pendirian Yayasan Wangun Maslahat Tanjungsari;

b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Direktsrat Jeuderal Administrasi Hukust Ljmuqt Nomsr : AHU-
00267A9.AIL01.04.Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wangun Maslahat;

q Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangun'an ({MB) dmi Keearnatan

Memperhatikan



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Surat Pemyataan Tidak Berkeberatan dari warga RVf V Griya
Jatinangor II Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari tentang
Permohonan Rekomendasi berdirinya SDIT Khaira Ummah Ta4irmgsari
Kecamatan Tanj ungsari ;
Surat Rekomeudasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Nomor '- 425.111656/Diklik/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Surat
Rekomendasi lrin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun
Pelajaran 2A14/2A$;
Suratljin Ganggrmn (HO) dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor :

503/07/SK.WG/SKC/20 I 4 tanggal 20 Oktober 2014;
Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangun Maslalrat Tanjrrngsari tentang
Pengangfutan Kepala SekolahNomor : 03lSKlYWMflllDAl4 tanggal 14
Jmi 2014;

h. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangun Maslahat Tanjungsari tentang
Pengangkatan Gunr/Tenaga Pendidik Nomor : 04/SK/YWM/VA2U4
tanggal 18 Juni 20t5.

MEMUTUSKAh[

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Wangun Maslahat Tanjungsari
Nama Sekolah : SDIT Khaira Ummah Tanjungsari
AktaNotaris : Dedi Adnan, S.H.

Nomor 01 Tanggal 17 Pebruari 2009
Mohamad Juania, SH.,M.Kn.
Nomor I 3 tanggal 24 November 2015

Alamat : Perum Griya Jatinangor II RT.06/14 Desa Cinanjung
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertanna wajib
menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila temyata terdapat kekeliruan alau kesalahan didalamnya akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal :ZlJuli 2016

DAN KEBUDAYAAN
suMED4NG,

HENDRAWAN, M.M.Pd
Utama Muda, IV/c

Tembusan:
1. Yth. Bapak Wakil Bupati Sumedang;
?. Yth. KetuaDPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. KettaKomisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah $abupaten Sumedang;

NrP. 1 95904 1 7l 98003 1 006



d. Surat Pernyataan Tidak Berkeboatan dari warga RW 14 Griya
Jatinangor II Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari tentang
Permohonan Rekomendasi berdirinya SDIT Khaira Ummah Tanjungsari
Kecamatan Tanj ungsari;

e. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Nomor '- 425.lll656iDikdi1d2014 tanggal t2 }rni 2014 perihal Surat
Rekomendasi lz.in Penerimaan Peserta Didik Baru @PDB) Tahun
Pelajaran 201412015;

f. Suratljin Gangguan (HO) dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor :
503/07/SK.WG/SKC n0l4 tanggal 20 Oktober 20141.

g. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangun Maslahat Tanjungsari tentang
Pengang!<atan Kepala Sekolah Nonnor : O3lSKlYWMlVlnDl 4 twrygal 1 4
Juni 2014;

h. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangun Maslahat Taqiungsari tentang
Pengangkatan Guru/Tenaga Pendidik Nomor : 04ISK/YWMA/112074
tanggal 18 Juni 2015.

MEMUTUSKAIY

: Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Nama Yayasan
Nama Sekolah
AktaNotaris

Alamat

Yayasan Wangun Maslahat Tanjungsari
SDIT Khaira Ummah Tanjt ngsari
Dedi Adnan, S.H.
Nomor 0l Tanggal 17 Pebruari 2009
Mohamad Juania SH.,M.Kn.
Nomor 13 taaggal 24 November 20 I 5
Perum Griya Jatinangor II RT.06/14 Desa Cinanjung
Kecamatan Tanjtrn gsari Kabupaten Sumedang

Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada dikhm pertama wajib
menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan
diadakan perubahan sebagainnana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal :21 Juli 201 6

Tembusan:
1. Yth. Bapak \Ifakil Bupati Sumedang;
?. Yth. KetuaDPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. KettaKomisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah |fubupaten Sumedang;

ITENDRAWAN, M.M.Pd

NrP. 1 95904 1 7 1 98003 1 006

DAN KEBUDAYAAN
SUMED4NG,

Utama Muda, IV/c


